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MOTO 

نكُۡ  لمُۡفۡلِّحُو وَلتَۡكُن م ِّ
 
َٰٓئِّكَ هُُُ أ لۡمُنكَرِِّۚ وَأُوْلَ  

 
لۡمَعۡرُوفِّ وَينَۡۡوَۡنَ عَنِّ أ

 
أ لخَۡيِّۡۡ وَيأَ ۡمُرُونَ بِّ

 
لََ أ

ِ
 يدَۡعُونَ إ

ٞ
ة  نَ  أُمَّ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(Ali Imran Ayat 

104).
*

                                                          
*Kementerian Agama RI, Al-Qur'an,Jakarta, 2013, Surat Ali Imran ayat:104  
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ABSTRAK 

M Fadil Hidayatullah, 2024: Implementasi Fungsi Pengawasn Bawaslu 
Terhadap Netralitas Asn Dalam Rangka Mewujudkan Pemlu Yang Berintegritas 

(Studi Bawawaslu Kabupaten Probolingo) 
Kata kunci: Badan Pengawas Pemilu, Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilu 

Berintegritas 
Pemilu yang berintegritas diselenggarakan sesuai peraturan perundang-

undanag dan asas pemlu yakni LUBER JURDIL. Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga yang bertugas dalam pengawasan 
setiap tahapan Pemilu sejak sebelum sampai dengan sesudah Proses pemilu yang 

diselenggarakan. Salah satu aspek penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah 
terkait tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini karena setiap 

datangnya pemilu kenetralan ASN ini masi dipertanyakan. 
fokus penelitian dalam peneitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan 

fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur 

Sipil Negara dalam pemilu 2024? 2. Bagaiman Efektivitas  pelaksanaan 

Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 

di probolinggo? 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Bagaimana 

pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap 

netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu 2024. 2. Untuk mengetahui 
Bagaiman Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas 

Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di probolinggo. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang 
dan sosiologi hukum 

Sampai pada kesimpulan bahwa: 1. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah 
melaksanakan fungsi pengawasan Terhadapa netralitas Aparatur Sipil Negara 

dengan melakukan Tindakan preventif atau mengedepankan pencegahan, yang 
mana Bawaslu Kabupaten Probolinggo melakukannya dengan cara: sosialisai, 

himbauan kepada ASN, Kordinasai dengan stakeholder, dan Mou atau deklarasi. 
Namun jika dikatakan apakah sudah optimal maka peneiti mengatakan kurang 

optimal. 2. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran 

pengawaasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu 
Kabupaten Probolinggo harus memastikan bahwa proses pemilihan umum 

berjalan dengan transparansi dan profesionalisme. akan tetapi dalam menjalankan 
tugasnya, dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dianggap 
kurang maksimal atau kurang efektif karena dianggap masih kurang dalam 

melaksanakan pengawasannya yang ditandai dengan adanya pelanggaran 
Netraltas ASN yang tidak ditemukan oleh bawaslu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Paradigma pebangunan Negara bertujuan untuk tumbuh dan 

berkembangnya Negara hukum yang demokratis. Demokrasi konstitusional 

dicirikan oleh gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah 

yang mempunyai kekuasaan terbatas dan tidak dapat bertindak sewenang-

wenang terhadap rakyatnya.
1
 Pada dasarnya prinsip demokrasi yang utama 

adalah kedaulatan berada ditangan rakyat. 

Pasca perubahan sistem demokrasi, sebagaimana tercantum dalam pasal 

1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksnakan menurut 

Undang-undang Dasar.
2
 Makna dari frasa kedaulatan ada di tangan rakyat 

dalam pasal 1 ayat (2), rakyat mempunyai kedualatan tanggung jawab dan hak 

untuk memilih secara demokratis pemimpin-pemimpin yang akan membentuk 

pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta 

memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal tersebut 

ditandai dengan demokrasi yang bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat. Maka kepala Negara yang sebelumnya dipilih oleh 

                                                          
1 Ni’matul Huda, Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca 

Reformasi, (jakarta: kencana 2017) 7  
2 Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang dasar negara republik indonesia 

Tahun 1945. 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat, telah berubah yang mana kepala negara 

dipilih langsung ole rakyat melalui Pemilu.
3
  

Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem pemerintahan 

demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga 

perwakilan rakyat, dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara 

dalam olitik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab 

rakyat tidak mungkin memerintah secara langsug. Maka karena itu diperlukan 

cara untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan suatu negara selama 

jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan denagan menganut asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil).
4
 

Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus 

dilaksanakan dalam kerangka prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Dengan kata lain penyelenggaraan 

pemilu sebagai instrumen demokrasi mempunyai ciri yang mendasar (Luber 

Jurdir). Hal ini bukan tanpa alasan, ketika menyelenggarakan pemilu, kita 

harus fokus tidak hanya pada kuantitas tetapi juga pada kualitas pemilu, untuk 

memastikan bahwa pemilu berkualitas tinggi mencerminkan prinsip-prinsip 

demokrasi sehingga dengan begitu pemilu yang berkualitas akan menjadi 

ejawantahan prinsip-prinsip demokrasi.
5
 

                                                          
3Martha Pigome Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam struktur 

ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD 1945, jurnal dinamika hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011 
4Muhammad, “Pemilu Berintegritas, (Surabaya: LP2-BA 2021)  67 
5 Wiwin, Muhammad Andri Alvian, eksistensi bawaslu dalam penanganan pelanggaran 

pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional, jurnal sultan riset hukum tata negara 

vo. 1 No 1, 2022 
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Di Indonesia, regulasi mengenai pemilihan umum tercantum pada pasal 

22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 

dengan UndangUndang.1 Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan 

umum selanjutnya ditulis (Pemilu) adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 

tentang pemilu. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang aturan-aturan 

serta larangan yang di maksud untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan 

bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi tertentu. Salah satu hal yang 

di atur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi seorang Aparatur 

Sipil Negara selanjutnya ditulis (ASN) untuk menjadi pelaksana dan tim 

kampanye pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 ayat 2 huruf (f) 

Undang-Undang Pemilu. 

Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum yang 

diselenggarakan setiap lima tahun sekali, berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia.
6
 Pentingnya pelaksanaan kedaulatan rakyat 

tercermin dalam bentuk pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur dan 

adil, berdasarkan prinsip peiihan Umum langsung, umum, bebas dan rahasia, 

jujur dan adil. Prinsip ini menjadikan sangat penting untuk menjaga dan 

menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terang-terangan mendukung 

                                                          
6 Andini Putri Nurul Ismi, Ihyani Malik, Rizka Sari, peran badan pengawas pemilihan 

umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah kota 

makasar tahun 2020, Volume 3 Nomor 6, 2022 
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calon peserta pemilu. Dengan demikian, faktor-faktor di atas akan menjamin 

pemilu yang berintegritas, Sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan 

dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. 

Netralitas ASN merupakan prinsip yang sangat penting yang harus 

diterapkan dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Netralitas 

Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan ketidak berpihakan, dan pegawai ASN 

bersikap adil, obyektif, tidak memihak, bebas dari pengaruh atau konflik 

kepentingan, dan tidak memihak siapapun. Netralitas ASN tidak hanya berlaku 

dalam aktivitas politik, namun juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

pengambilan kebijakan, dan pengelolaan ASN. Ketidaknetralan ASN 

berdampak pada profesionalisme personel ASN dan berimplikasi signifikan 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan.
7
  

Agar terciptanyan pemilu yang berintegritas, langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil untuk mencegah pelanggaran pemilu maka 

diperlukannya pengawasan. Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk 

memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan 

diimplementasikan berjalan sesuai target yang diharapkan.
8
 artinya 

pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilai dan mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan merupakan suatu 

                                                          
7 Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, netralitas Apartur Sipil Negara dalam Pilkada Vol 7 

No. 17 setember 2020 
8 Sri Meutia, perancangan organisasi, (Aceh: Fakultas Tehnik Universitas Mlikussaleh, 

2014) 7 
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tindakan dari pemerintah yang sudah ditentukan agar pemerintah tersebut 

benar-benar dilaksanakan. 

Pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu dilakukan pada seluruh tahapan, 

baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan 

bagian penting yang tidak dapat terpisahkan untuk memastikan terciptanya 

pemilu yang fair. Sedangkan Pengawasan dari penyelenggaraan pemilu 

menjadi tugas sebuah badan untuk membuat pemilu berjalan dengan lancar, 

yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yang mengawasih dan 

menegakan pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, menangani 

kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, sertakode 

etik, kehadiran BAWASLU dengan kelengkapan perangkatnya dibebani 

harapan agar fungsi pengawasan bawaslu menjadi lebih berkualitas, efektif dan 

efesien. 

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga yang bertugas dalam 

pengawasan setiap tahapan Pemilu ataupun Pilkada baik sebelum atau sesudah 

Proses pemilu ataupun Pilkada yang diselenggarakan
9
. Salah satu aspek 

penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah terkait tentang Netralitas Aparatur 

Sipil Negara atau yang disingkat ASN. Salah satu penyebab tidak terhindarinya 

keberpihakan ASN pada peserta pemilu dan pemilihan tertentu adalah 

kepentingan karier.
10

 Bukan keinginan dari ASN itu sendiri, biasanya ada 

politisi yang dekat dengan kekuasaan memainkan mereka di belakang layar 

                                                          
9 Ali Abdul Wahid, Abd Qohar, Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubenur 

Lampung Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis. ASAS: Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, 2020, 12.01: 167-181. 
10 Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Netralitas Apartur Sipil Negara Dalam Pilkada, 

Vol 7 No. 17 Setember 2020 



 

 
 

6 

dengan menjanjikan kedudukan dan jabatan tertentu. Kalau kita melihat secara 

seksama bentuk ketidak netralan seorang ASN, justru berasal dari pimpinan 

yang tidak netral, karena pimpinannya sendiri yang menggerakkan mereka 

untuk mendukung peserta pemilu. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) mempunyai peran 

yang strategis dalam merealisasikan pemilu yang berkualitas dengan 

memfokuskan proses serta hasil pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil (luber jurdil).
11

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2017 dijelaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan besar serta berperan 

dalam mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dengan hal 

tersebut Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang 

berintegritas dan kredibilitas. 

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan 

untuk menjamin keutuhan, kekompakan, persatuan ASN, serta dapat 

memutuskan segala perhatian, pikirkan, dan tenaga pada tugas yang dibedakan. 

Maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang 

dimaksud dengan asas netralitas. Sebagaimana yang diatur dalam penjelasan 

ketentuan Pasal 2 hurf f Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara adalah Pada penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf f yang 

dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pengawal ASN tidak 

                                                          
11 Ali Abdul Wahid, Abd Qohar, Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubenur 

Lampung Tahun 2018 Dalam Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis. ASAS: Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, 2020, 12.01: 167-181 
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berpihak dari segala bentuk pengaru manapun dan tidak memihak kepada 

kepentingan siapapun.
12

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Menjelaska Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan 

mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu 

dibangun adanya Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas profesional, 

netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, 

nepotisme, Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 

dan m[ampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan 

bangsa Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf n disebutkan 

bahwa: larangan memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden 

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah.
13

  

Pentingnya Aparatur Sipil Negara harus netral menurut para ahli. 

Menurut Georg Wilhelm Friedric Hegel menjelaskan Bahwa sebagai perantara 

kepentingan khusus dengan kepentingan umum, antara kepentingan sosial 

dengan kepentingan politik masyarakat dengan pemerintah, birokrasi 

seharusnya netral. Maksudnya administrasi Negara atau birokrasi sebagai 

                                                          
12 Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

Tentang Aparatur Negara Sipil, Pasal 24 Ayat (1) Huruf D. 
13 Sekertariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf N  
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jembatan antara negara dan masyarakaat rakyatnya.
14

 Max Weber menjelaskan 

netralitas birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab-nya harus 

dengan tindakan yang tidak berpihak kepada kepentingan suatu kelompok atau 

golongan tertentu yang berkuasa. Netralitas birokrasi bermakna bahwa 

birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan masyarakat dan 

Negara.
15

 

Di sisi lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus tetap bersikap netral 

untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan 

dan pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelaksana 

kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan 

anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi.
16

 Hal ini mengakibatkan 

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dijadikan sebagai alat-alat bagi 

pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan kewenangan dan 

kekuasaannya. Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani 

masyarakat secara profesionalitas, maka Aparatur Sipil Negara dituntut agar 

dapat bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu.  

Salah satu Pelanggaran pemilu yang sering terjadi meskipun telah 

diawasi oleh Bawaslu dan sudah ada regulasi yang begitu rigid mengatur, salah 

satunya adalah pelanggaran netralitas ASN. Meski demikian dilapangan masih 

                                                          
14 Georg Wilhelm Friedric Hegel Dalam Aswin Eka Adhi, Herman, Netralitas Pegawai 

Negeri Sipil: Tijaun Teori Dan Praktik Di Indonesia,  Jurnal Kebijakan Dan Menejemen PNS Vol. 

03 No. 1, Juni 2009 
15 Max Weber Dalam Hendrikus Triwibawanto Gedeona, Birokrasi Dalam Praktiknya Di 

Indonesia: Netralitas Atau Partisan?, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol X No 2 Agustus, 2013, 
16 Julia Hennika, Pentingnya Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Untuk Menciptakan ASN Yang Profesional Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi, 

Jurnal Ilmu Adminisrasi Publik Vol. 5 No. 1 (Maret 2017):  
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banyak celah yang dilanggar ASN, mengingat dalam beberapa pemilu dan 

pilkada, kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara ini ditemukan misalnya 

pada pilkada 2018 di Kabupaten Probolinggo, Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) mencatat adanya 1.194 kasus dugaan pelanggaran netralitas 

ASN. Kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara juga ditemukan saat pemilu 

2019 dan sampai terakhir di pemilu 2024. 

Maka dari itu dengan adanya Badan Pengawas Pemilu diharapkan dapat 

mencegah adanya ketidaknetralan ASN dalam pemilu 2024 yang mana dapat 

berdampak terhadap citra pemilu, peluang terjadinya ketidaknetralan ASN 

dalam pemilu bisa saja terjadi, hal ini dikarenakan peserta pemilu selalu 

mencari celah agar calon maupun calon itu sendiri memenangkan pemilihan 

meskipun dengan cara-cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi dengan 

sikap kurang peduli dari masyarakat yang enggan melaporkan terjadinya 

pelanggaran pemilu. Oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya 

kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antispatif dalam 

pengawasan pemilu. Bawaslu mempunyai peran penting dan strategis dalam 

merealisasikan pemilu yang berkualitas dan berintegritas berdasarkan asas 

luber jurdil. 

Berdasarkan uaraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang “Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas 

Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 

Yang Berintegritas (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo) 
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B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten 

Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu 

2024? 

2. Bagaiman Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap 

Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di Kaupaten 

Probolinggo probolinggo? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu 

Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam 

pemilu 2024. 

2. Untuk mengetahui Bagaiman Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu 

Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di Kaupaten 

Probolinggo. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang 

bersifat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi dan 

masyarakat secara keseluruhan
17

. Adapun manfaat dari penelitian in yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

                                                          
17Tim Penyusun, “Pendoman Penulisan Karya Ilmia” (Jember: Universitas Islma Negeri 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021,) 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum 

tentang fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Probolinggo dalam meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur Sipil 

Negara di Kabupaten Probolinggo pada penyelenggaraan Pemilihan umum 

serta bagaimana upaya lembaga pengawas ini mengawasi berjalannya 

sanksi hukuman bagi Aparatur Sipil Negara untuk dilaksanakan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan tentang fungsi pengawasan yang dilakukan Badan 

Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo terhadap pelanggaran 

penyelenggaraan pemilihan Umum khususnya pada kasus pelanggaran 

netralitas Aparatur Sipil Negara di Probolinggo dalam politik serta akibat 

hukumnya bagi pihak yang melawan hukum. Serta meningkatkan 

kesadaran adanya peraturan perundangan-undangan yang berlaku di 

Indonesia untuk dipahami dan dipatuhi. 
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b. Bagi UIN KHAS Jember 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan berkontribusi keilmuan 

dan menambah referensi bagi kepentingan para akademisi, sebagai daftar 

rujukan untuk penelitian selanjutnya yang serupa terkait penelitian ini. 

c. Bagi Masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara berperan 

aktif untuk mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara agar 

dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan hukum, meminimalisir 

jumlah ketidak netralan Aparatur Sipil Negara dalam aspek politik dan 

aspek-aspek lainnya 

E. Definisi Istilah 

definisi istilah adalah maksud daripada beberapa istilah yang digunakan 

penelti dalam merumuskan judul penelitiannya. Bagian ini berfungsi supaya 

tidak ada kesalapahaman atas makna diungkapkan peneliti sebagai berikut : 

1. Implementasi  

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud 

dengan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.
18

 implementasi 

adalah sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menibulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu, dari pengertian tersebut bahwa implementasi 

adalah penerapan atau pelaksanaan terhadap sesuatu kegiatan yang telah 

direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 

                                                          
18 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) 
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2. pengawasan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia, pengawasan 

memeiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan.
19

 

Pengawasan dan pengontroan dari  pihak yang lebih tinggi kepada pihak 

yang dibawahnya. Pengawasan atau controling, yaitu suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk menjamin agar penyelengaraan suatu kegiatan dapat 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan 

3. pemilu yang berintegritas 

Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi orang untuk 

mengis jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut adalah 

Presiden, wakil rakyat di berbagai tangkatan Pemerintahan sampai kepala 

desa.
20

 Pengertian Berintegritas dalam konteks ini berarti menganduung 

penyelenggaraan yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Menurut jacobs integritas 

menekankan konsistensi, moral, kejujuran. Menurut Butler dan Cantrell 

mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur 
21

 

Pelaksanaan pemilu yamg sesuai dengan prinsip fundamental seperti 

pelaksanaan yang langsung, berlangsung dalam suasana yang bebas dari 

tekanan, memastikan kerahasian suara, serta dijalankan dengan jujur dan 

adil.
22

 

 

                                                          
19 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) 
20 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakartta: Kencana 2018) 1 
21 Sugih Wijayanti Dkk, Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas, (Bandung: 

Media Sain Indonesia 2022) 286 
22 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana 2018) 19 
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4. Badan Pengawas Pemilu  

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara 

pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilu yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan 

pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Badan pengawas yang dimaksud adalah Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Probolinggo. 

5. Netralitas 

Netralitas menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan sikap 

netral, bebas tidak memihak.
23

 Arti dari asas netralitas adalah setiap 

pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh 

manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Asas netralitas 

merupakan salah satu asas yang dijadikan pedoman bagi Aparatur Sipil 

Negara dalam penyelenggaraan kebiakan dan manajemen Aparatur Sipil 

Negara. 

6. Aparatur Sipil Negara 

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas dua pegawai yaitu 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh 

                                                          
23 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) 
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Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai 

secara nasional, sertaPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat 

Pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan 

ketentuan undang-undang Aparatur Sipil Negara. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini 

adalah bagaimana implementasi fungsi pengawasan bawaslu dalam 

mencegah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu demi 

mewujudkan pemilu yang berintegritas pemilu yang berasas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tatanan urutan gambaran pembahasan 

yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada 

penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka peneliti membagi 

beberapa bahasannya sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mendeskripsikan Konteks, Fokus, Tujuan, Manfaat Penelitian, 

Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai kajian kepustakaan yang telah diteliti 

dahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan refrensi peneliti 

terkait dengan upaya bawaslu dalam mencegah ketidak netralan Aparatur 
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Sipil Negara (ASN) dalam pemilu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang 

berintegritas. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian jenis penelitian melalui berbagai pendekatan, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data hukum, analisis data hukum, 

keabsahan data serta tahap-tahap penelitian. 

4. BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

Bab ini berisi sajian pembahasan yang mengarah kepada penjelasan 

ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar analisa data dan fakta 

yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian upaya 

bawaslu dalam mencegah ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dalam pemilu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran penulis dari hasil penyajian dan analisis 

peneitin
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk bahan acuan atau 

perbandingan pada penelitian. Kajian pustaka ini mengacu pada hasil penelitian 

terdahulu yang bertujuan untuk mendukung kajian teori pada penelitian. 

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Safrina dengan judul Implementasi Fungsi 

Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh. Penulis 

mengkaji implemntasi fungsi pengawasan Bawaslu dan langkah-langkah 

kerja Bawaslu dalam mencegah kecurangan-kecurangan di dalam pemilu.
25

  

Persamaan penelitian Safrina dengan penulis yaitu mengkaji implementasi 

fungsi pengawasan bawaslu dalam pemilu. Adapun perbedaan antara 

penelitian Safrina dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian, 

penelitian sebelumnya memiliki fokus penelitian pada langka-langka kerja 

bawaslu dalam Aceh dalam mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan 

pada pelaksanaan pemilu, sedangkan penulis hanya fokus pada pengawasan 

bawaslu terhadap netralitas ASN. Penulis juga mengkaji upaya bawaslu 

dalam mencegah ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

pemilu dan apakah upaya bawaslu dalam dalam menjaga netralitas ASN 

dapat mewujudkan pemilu 2024 yang berintegritas. 

                                                          
25 Safrina, Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Aceh, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, Aceh 2020) 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardan dengan judul Peran Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Partisipatif 

(Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018). Penulis mengkaji 

bagaimana bawaslu dalam menerapakan pengawasan partisipatif serta 

meminimalisir kecurangan.
26

 

Persamaan peneliti Muhammad Ardan dengan penulis yaitu sama-sama 

mengkaji tentang pengawasan bawaslu dalam pemilu. Sedangkan 

perbedaanya yaitu peneliti terdahulu berfokus pada bagaimana bawaslu 

dalam menerapakan pengawasan partisipatif serta meminimalisir 

kecurangan sedangkan penulis hanya fokus pada pengawasan bawaslu 

terhadap netralitas ASN. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Raisavita Fatma Prasetyaningworo dengan judul 

Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas 

Aparatur Sipil Negara di Jember. Peneliti mengkaji mengkaji peran Badan 

Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelanggaran dalam pemilihan Kepala 

Daerah.
27

 

Persamaan peneliti Raisa Fatma Prasetyaningworo yaitu sama-sama 

mengkaji pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN, sedangkan 

perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya fokus pada penerapan 

pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran 

                                                          
26 Muhammad Ardan, Judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare 

Dalam Pelaksanaan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018), (Skripsi, Institut 

Negeri Parepare, Parepare 2022) 
27 Raisavita Fatma Prasetyaningworo, Implementasi Pengawasan Badan Pengawas 

Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Kiai Achmad Siddiq Jember, Jember 2023) 
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netralitas Apararur Sipil Negara di Jember dan akibat hukum bagi yang 

tidak netral pada saat Pemilihan kepala daerah kabupaten Jember 

diselenggarakan sedangkan penulis berfokus pada Bagaimana upaya 

bawaslu dalam mencegah ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dalam pemilu 2024 dan Apakah upaya bawaslu dalam menjaga netralitas 

ASN dapat mewujudkan pemilu 2024 yang berintegritas. 

Tabel 2.1  

Perbandingan Penelitian  

  No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Safrina Implementasi 
fungsi 

pengawasan pada 

pelaksanaan 
pemilu oleh 

bawaslu aceh 

Persamaan pada 
skripsi Safrina 

adalah mengkaji 

implementasi 
fungsi 

pengawasan 
bawaslu dalam 

pemilu 

. 

penelitian 
sebelumnya 

memiliki fokus 

penelitian pada 
langka-langka kerja 

bawaslu dalam aceh 
dalam mencegah 

terjadinya 
kecurangan-

kecurangan pada 
pelaksanaan pemilu, 
sedangkan penulis 

hanya fokus pada 
pengawasan bawaslu 

terhadap netralitas 
ASN

28
 

2. Muham
mad 

Ardan 

peran badan 
pengawas 
pemilihan umum 

kota parepare 
dalam 

pelaksanaan 
partisipatif (studi 

kasus pilkada kota 
parepare tahun 
2018) 

mengkaji 
tentang 
pengawasan 

bawaslu 
dalam pemilu 

yaitu peneliti 
terdahulu berfokus 
pada bagaimana 

bawaslu dalam 
menerapakan 

pengawasan 
partisipatif serta 

meminimalisir 
kecurangan 
sedangkan penulis 

                                                          
28 Safrina, Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Aceh, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, Aceh 2020) 
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hanya fokus pada 

pengawasan bawaslu 
terhadap netralitas 

ASN
29

 

3 Raisav

ita 
Fatma 
Prasety

aningw
oro 

implementasi 

pengawasan 
badan pengawas 
pemilu terhadap 

netralitas aparatur 
sipil Negara di 

jember. 

mengkaji 

pengawasan 
bawaslu 
terhadap 

netralitas 
ASN, 

peneliti terdahulu 

hanya fokus pada 
penerapan 
pengawasan 

Bawaslu Kabupaten 
Jember dalam 

meminimalisir 
pelanggaran 

netralitas Apararur 
Sipil Negara di 
Jember dan akibat 

hukum bagi yang 
tidak netral pada saat 

Pemilihan kepala 
daerah kabupaten 
Jember 

diselenggarakan 
sedangkan penulis 

berfokus pada 
Bagaimana upaya 
bawaslu dalam 

mencegah ketidak 
netralan Aparatur 

Sipil Negara (ASN) 
dalam pemilu 2024 

dan Apakah upaya 
bawaslu dalam 

menjaga netralitas 

ASN dapat 
mewujudkan pemilu 

2024 yang 
berintegritas

30
 

 

 

                                                          
29 Muhammad Ardan, Judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare 

Dalam Pelaksanaan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018), (Skripsi, Institut 

Negeri Parepare, Parepare 2022) 
30 Raisavita Fatma Prasetyaningworo, Implementasi Pengawasan Badan Pengawas 

Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Kiai Achmad Siddiq Jember, Jember 2023) 
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B. Kajian teori 

1. Implementasi 

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu “implementation”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan 

atau penerapan.
31 Dalam Kamus Oxford Advance Learner’s Dictionary 

mengemukakan bahwa implementasi adalah: outsome thing into effect atau 

penerapan sesuatu yang memberikan efek
32

. Implementasi merupakan 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang meninmbulkan 

dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Implementasi menurut usman adalah implementasi yang bernuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencan 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi atau pelaksanaan adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan 

dan tindakan untuk mencapai tujuan yang terencana. Menurut Harsono 

implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi 

tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan 

kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
33

 

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di 

putuskan legislatif atau para pengambil keputusan.
34

 Implementasi 

                                                          
31 Mardiah Astuti, Evaluasi Pendidikan,  (Sleman: Deepublish 2022) 
32 Wiji Hidayati, Syaefudin, Umi Muslimah “MANAJEMEN KURIKULUM DAN 

PROGRAM PENDIDIKAN (Yokyakarta: Semesta Askara 2021) 112 
33 Ali Miftakhurosyad, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan 

Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah, Tarbawi Vol. 5 No.02 Desember 2019 
34 Syahruddin, Implementasi Kebijakna Publik, (Bandung: Nusa Media 2019) 3  
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kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuaanya, winarmo menyatakan bahwa suatu program kebijakan 

harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang 

diinginkan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengemukakan bahwa 

implementasi adalah pelaksaan kebijakan dasar, biasanyan dalam bentuk 

Undang-Undang namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau 

keputusan.
35

 

Mengacu pada pendapat George C. Edward III, mengenai kreteria 

dalam implementasi dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber 

masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni: 

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat 

agar  implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumberdaya itu berwujud suberdaya manusianya. 

c. disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

                                                          
35 Hernimawati, Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame, (Surabaya: CV Jakad 

Publishing 2018) 39 
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oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

d. struktur organisasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure 

(SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas 

organisasi tidak fleksibel.
36

 

Termasuk juga pada Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh 

Bawaslu. Jadi Bawaslu adalah yang memilki tanggung jawab menjalakan 

Pengawasan terhadap jalannya Pemilu sesuai dengan fungsi Badan 

Pengawas Pemilu. 

2. Pengawasan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Bahasa Iidonesia, pengawasan 

memeiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari  pihak 

yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Pengawasan atau 

controling, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin agar 

penyelengaraan suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. Hal ini dapat dikaitkan dengan Hukum Tata Negara, 

pengawasan dapat dartikan sebagai suatu kegiatan yang ditunjukan untuk 

                                                          
36 Syahruddin, Implementasi Kebijakna Publik, (Bandung: Nusa Media 2019) 138 



 

 

 

24 

tujuan jaminan agar penyelenggaraan negara oleh Lembaga-lembaga 

Kenegaraan dapat berjalan dengan sesuai hukum yang berlaku.
37

 

  Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu 

program sesuai dengan yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna 

pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha adalah tugas 

memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan 

preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan 

bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimasudkan 

“to exercise restraint or direction over; dominate; command”. Dengan 

demikian pengawasan pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu 

organisasi.
38

 

George R. Terry menjelaskan pengawasan dengan mengatakan bahwa 

"pengawasan berarti menentukan apa yang telah dicapai, menilainya, dan 

jika diperlukan, mengambil langkah korektif untuk memastikan hasil 

tersebut sejalan dengan apa yang direncanakan." Dengan kata lain, 

pengawasan memfokuskan pada kegiatan evaluasi dan langkah-langkah 

koreksi untuk memastikan hasil yang didapatkan selaras dengan apa yang 

direncanakan sebelumnya.
39

 

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, 

maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yng 

                                                          
37 Aulia Sholichah Imam Nurchotimah, Pengawasan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: 

Jejak Pustaka 2021). 10 
38 Rahmawati Sururama, Rizky Amalia, Pengawasan Pemeintah, (Bandung: Cendikia 

Press, 2020)  
39 George R. Terry Dalam Anwar Alaydrus, Muh. Jamal, Niken Nurmiyati, Pengawasan 

Pemilu, (Indramayu: Penerbit Adab 2023) 37 
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dilakukn apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya 

diuraikan dengan tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang 

dicapai. Selain itu pengawasan juga disamakan dengan adanya koreksi 

terhadap das sein dan das sollen. Dimana das sollen (rencana) harus sesuai 

dengan das sein (kenyataan).  

Selanjutnya muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan 

pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut : 

a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas 

b. Adanya suatu rencana yang manatap sebagai alat penguji terhadap 

pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi. 

c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan 

yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan 

tersebut. 

d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disususnya evaluasi akhir 

terhadap kegiatan yang dilakukan serta pencocokan hasil yang dicapai 

dengan rencana sebagai tolak ukrnya. 

e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindaan 

lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis. 

Agar peaksanaan pengawasan berjalan dengan lancar dan efektif serta 

mencaai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di 

akhir saja tetapi juga pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan 

demekian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan 

kinerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi 
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supaya peaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik. Syarat 

iitu adalah :  

1) Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan, untuk jenis kegiatan 

yang berbeda maka pengawasan dan pendomannya juga berbeda. 

2) Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secarcepat kesalahan-

kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui 

agar bisa diambil tindakan koreksi. 

3) Pengawasan harus melihat jauh kedepan, untuk membuat perkiraan 

situasi yang akan datang karena hal ini akan memperkecil dari 

kemungkinan terjadinya penyimpangan. 

4) Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting, tidak semua 

kejadian ditangani dengan cara yang sama, maka mengeluarkan waktu 

dan usaha tambahan untuk menangain hal-hal yang dikecualikan. 

5) Pengawasan harus subjektif, supaya pengawasan dapat lebih objektif 

maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu 

adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. 

6) Pengawasan haru fleksibel, keluwesan bisa diberikan demham 

memasukan rencana-rencana alternatif untuk situasi-situasi yang 

memungkinkan. 

7) Pengawsana harus mencerminkan pola organisasi, untuk 

menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuanya, data 

pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah data sumber 
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kesulitan dan setiap pelaksanaan perlu mempertanggung jawabkan 

hasil-hasil kegiatan. 

8) Pengawasan harus ekonomis, sebaiknya pengawasan bukan menjadi 

tujuan tetapi merupakan alat untuk mecapai tujuan. 

9) Pengawasan harus dipahami, jika pengawasan tidak dapat dipahami 

dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan 

saja.  

10) Pengawasan harus menunjukan tindakan koreksi, suatu sistem 

pengawasan yang memadai harus bisa berkerja lebih banyak, yaitu 

dapat menyangkut kegiatan yang terjadi, siapa yang bertanggung 

jawab atas kegagalan yang terjadi dan alternatif apa yang cocok untuk 

mengatasinya.
40

 

Termasuk juga Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam 

pelaksanaan pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. 

Jadi Bawaslu memiliki tanggung jawab atas jalanan Pemilu agar 

Pemilu berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 Pasal 22E ayat (1) menekankan bahwa 

pelaksanaan pemilu harus berada pada bingkai asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Netralitas Aparatur Sipil 

Negara. 

 

                                                          
40 Muchsan Dalamangger Sigit Pramukti. Dan Meylani Chahyaningsi, Pengawan Hukum 

Terhadap Aparatur Negara, (Yogykarta : Pustaka Yustisia, 2016), 15 
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3. Aparatur Sipil Negara 

a. Apartur Sipil Negara  

 Dalam ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan peraturan 

perundang-undangan.
41

 Aparatur Sipil Negara merupakan keseluruhan 

sumber daya manusia yang bertugas menjalankan roda pemerintahan 

baik dari level pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah, 

biasanya disebut sumber daya Aparatur atau disepadankan dengan istilah 

Aparatur Negara atau Aparatur Pemerintahan. 

 ASN adalah istilah baru terhadap profersi PNS, Pegawai 

Pemerintahan, dan Aparatur Negara pasca lahirnya Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN merupakan 

SDM yang berkerja di lingkungan organisasi publik atau organisasi 

pemerintahan. Di lingkungan organisasi publik, terutama pada bidang 

peerintahan, ASN lebih populer disebut sebagai aparat atau pegawai. 

Aparat umumnya ditunjukan kepada badan pemerintahan, instansi 

pemerintahan, pegawai Negeri, alat negar.
42

 

  

                                                          
41 Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

Tenang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat (1) Da (2). 
42 Abdul Rahman, Riani Bakri, Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (Asn) 

Melalui Dynamic Governance, Jurnal Konstituen 1, No 1 (Januari 2019), 
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b. Netralitas 

 Netralitas merupakan kondisi terlepasnya birokrasi spoil system 

yang berarti birokrasi berkerja berdasarkan profesionalisme dan 

kemampuan tekknis yang dibutuhkan
43

. Netralitas atau di negara lain 

disebut dengan istilah impartiality merupakan azas yang penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Netral disini di artikan sebagai tidak 

memihak objektif, adil, bebas dari pengaruh intervensi dan konflik 

kepentingan. Sikap netral harus ditunjukan dalam pembutan kebijakan, 

penyelengaraan pelayanan publik dan politik praktis.
44

 

 Menurut Yamin, netralitas dapat juga diartikan dengan sikap tidak 

memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini, netralitas 

diartiakan sebagai tidak terlibatnya Pegawai Negeri Sipil dalam pemilu 

baik secara aktif maupun pasif.
45

 Netralitas politik (political netrality) 

merupakan bagian dari impartialitaty. Pegawai ASN mempunyai hak 

memilh namun dalam tugasnya mereka harus netral dari pengaruh 

politik. Dalam penyelenggara pemerintah peran sentral aparatur sipil 

negara (ASN ) menjadi sangat penting, mengaharuskan mereka memiliki 

sikap profesional dan berintegritas.
46

 

                                                          
43 Sarjiayati, Anik Tri Haryani, Bambang H. Sutrisno, Netralitas ASN Dalam Pemilu, 

(Sleman: Deepublish 2021) 
44 Yamin,Dalam Nuraida Mokhsen, Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu, Jurnal 

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi Pertama, Oktober  2019 
45 Sarjiayati, Anik Tri Haryani, Bambang H. Sutrisno, Netralitas ASN Dalam Pemilu, 

(Sleman: Deepublish 2021) 
46 Afe Erna Telaumbanua,Piki Darma Kristian Pardede, Implementasi Kebijakan 

Netralitas ASN Dalam Pilkada Kabupaten Nias Tahun 2020, Jurnal Governance Opinion, 8 No. 2 

(Oktober 2023)  



 

 

 

30 

Maka netralitas ASN adalah persoalan yang sangat besar dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, karena secara teoritis sulit 

ditemukan landasan teoritisnya yang dapat memberikan alasan 

pembenaran bagi dimungkinkannya Pegawai Negeri untuk terlibat dalam 

kegiatan politik praktis.
47

 Oleh sebab itu netraliatas ASN adalah hal yang 

sangat penting di dalam pemilu, karena ASN adalah pelayan publik yang 

berdiri secara bebas tanpa harus memihak kepada salah satu pasangan 

calon, agar kode etik dan kode perilaku ASN dapat terjaga dengan baik. 

Netralitas politik merupakan bagian dari impartiality. Pegawai 

ASN mempunyai hak pilih namun dalam menjalankan tugasnya mereka 

harus netral dari pengaruh politik. Pegawai ASN dilarang mengguanakan 

kewenangannya membuat program atau kegiatan yang menguntungkan 

salah satu paslon atau caleg. Mereka dilarang menggunakan anggaran 

dan fasilitas negara untuk pemenangan paara calon. Pegawai ASN karena 

posisinya seringkali menjadi panutan masyarakat. Oleh sebab itu mereka 

juga dilarang memperlihatkan dukungannya kepada salah satu paslon dan 

caleg.
48

 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka 

melaksakan cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesi Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Negara 

                                                          
47 Sarjiayati, Anik Tri Haryani, Bambang H. Sutrisno, Netralitas ASN Dalam Pemilu, 

(Sleman: Deepublish 2021) 
48 Nuraida Mokhsen, Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu, Jurnal Bawaslu Provinsi 

Kepulauan Riau Edisi Pertama, Oktober  2019 
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yang memiliki integritas profesional, netral dan bebas dari intervensi 

politik, bersih dari Pratik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu 

menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huuruf N angka 1-7 

disebutkan bahwa: “larangan memberi dukungan kepada calon 

presiden/wakil presiden calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
49

 

a. ikut kampanye; 

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 

atribut PNS;  

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS yang lain;  

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;  

e. membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan caloN sebelum, selama, dan sesudah 

masa kampanye; 

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, salama dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 

                                                          
49 Sekertariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
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seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau  

g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 

4. Pemilu berintegritas 

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dalam satu Negara. melalui proses pemilihan ini, 

Masyarakat deberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang nantinya 

akan membentuk pemerintahan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

demokrasi. Konsep kedaulatan Rakyat ini dijelaskan dengan tegas dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat (2) yang 

menyatakan, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar.
50

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu 

adalah kondifikasi dari beberapa Undang-undang yang mengatur tentang 

pemilu seperti Undang-undang penyelenggaraan pemilu. Politik legilasi 

melalui kodifikasi Undang-undang pemilu sektoral dimaksud untuk 

menjamin konsisten pengaturan sistem pemilu dan memberikan kepastia 

hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. 

Undang-undang pemilu sebagai sub-sistem dari definisi konprehensif 

tentang hukum menurut mochtar kusumaatmadja di atas dalam Undang-

undang pemilu telah melataka asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

                                                          
50 Anwar Alaydrus, Muh Jamal, Niken Nurmiyati, Pengawas Pemilu Membangun 

Integritas, Menjaga Demokrasi, (Indramayu: CV Adanu Abimata 2023) 5 



 

 

 

33 

jujur, dan adil adalah norma hukum abstrak yang harus menjadi pijakan bagi 

lahirnya norma-norma hukum tentang pemilu. Undang-undang pemilu tidak 

hanya meletakan asas-asas hukum, tetapi juga meletakan prinsip 

penyelenggaraan pemilu yang proporsional, profesional, akuntabel, efektif, 

dan efesien.
51

 Pertimbangan dibuatnya UndangUndang Nomor 7 Tahun 

2017 adalah bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, 

bebas atau netral, rahasia, jujur, dan adil.
52

  

Integritas dalam pemilihan umum merupakan salah satu unsur krusial 

dalam demokrasi, terutama dalam menjamin hak-hak rakyat untuk memilih 

pemimpin mereka secara bebas, adil, dan rahasia. Electoral malpractice, 

atau malpraktik pemilu, menjadi salah satu ancaman utama bagi integritas 

pemilu, karena dapat merusak keadilan dan kredibilitas hasil pemilu. Norris 

berpendapat bahwa integritas pemilu berkontribusi pada representasi politik 

yang lebih berkualitas. Manfaat lain dari integritas pemilu meliputi 

penyelesaian konflik dan peningkatan keamanan, serta berbagai keuntungan 

lainnya bagi sistem politik suatu negara. 

Konsep integritas Dalam pemilu adalah elemen krusial untuk 

memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan standar dan 

norma yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan pemilu yang sejalan 

dengan prinsip dan asas pemilu, integritas dari para penyelenggara adalah 

hal yang mutlak diperlukan. Integritas dalam konteks ini mencakup 
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kejujuran, transparansi, akuntabilitas, ketelitian, dan keakuratan dalam 

menjalankan tugas serta wewenang yang diberikan. Namun, integritas tidak 

hanya sebatas pada penyelenggara pemilu. Seluruh komponen yang terlibat 

dalam proses pemilu, termasuk para peserta pemilu, pemilih, lembaga- 

lembaga yang terkait, hingga masyarakat umum, semuanya harus memiliki 

komitmen yang sama terhadap integritas. Dengan begitu, pemilu yang 

demokratis dan berintegritas bisa tercipta, sejalan dengan nilai-nilai 

Pancasila dan ketentuan dalam UUD 1945.
53

 

Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas harus mengandung unsur 

yang transparan, jujur akuntabel, cermat dan akurat. Tugas dan 

wewenangnya harus selaras satu upaya untuk mewujudkan pemilu yang 

berintegritas. Ada lima syarat bila ingin mewujudkan pemilu yang 

integritas, pertama adanya regulasi yang jelas dan tegas, kedua peserta yang 

kopeten taat kepada aturan yang berlaku, ketiga seorang pemilih yang 

cerdas KPU dan Bawaslu memiliki tugas memberikan edukasi agar pemilih 

memiliki kesadaran yterhadap praktik kecurangan dalam pemilu, keempat 

birokrasi yang netral, kelima penyelengara yang kopeten dan berintegritas.
54

 

5. Persamaan Di depan Hukum (Equality Before The Law) 

Hampir semua Negara mengakui adanya asas persamaan di depan 

hukum atau equality before the law. Secara eksplisit UUD 1945, yakni pasal 

27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1). Pasal 27 ayat (1)  menyebutkan “segala 
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warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya.” Kemudian pasal 28 D ayat (1) menyebutkan “setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.  Makna yang terkandung 

dalam ketentuan tersebut adalah semua warga negara Republik Indonesia 

mempunyai persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum dan peradilan 

serta di dalam peerintahan tanpa terkecuali.
55

 

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan 

pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. 

Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan 

deskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap 

dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus 

dan sementara yang dinamakan affirmative actios guna mendorong dan 

mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga 

masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat 

perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat 

kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.
56

 

 Dalam konteks ini Netralitas ASN itu masuk dalam tindakan-tindakan 

dan sikap bersifat khusus yang dinamakan affirmative actions guna 
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mewujudkan pemilu yang berintegritas. Maka ASN harus netral dan bebas 

dari intervensi politik. 

6. Efektifitas Berlakunya Hukum 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi 

efektivitas hukum menurut pengertian di atas adalah bahwa indikator 

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana sauatu target yang telah 

tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Teori efektivitas 

hukum menurut soejono soekanto menjelaskan bahwa efektifatau tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama faktor hukumnya 

sendiri, yang kedua faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak terkait yang 

membentuk maupun menerakan hukum, yang ketiga faktor saran atau 

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat faktor 

masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan dan yang kelima faktor kebudayaan. 
57

 

Lebih lanjut Menurut Soerjono Soekanto Teori efektiivitas Hukum 

sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku 

yang pantas, dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan 

atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum.
58

 

Efektivitas hukum artnya bahwa efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan 
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yang ingin dicapai. yakni hukum sebagai sosial kontrol yang dapat 

menetapkan perilaku masyarakat mematuhi norma-norma Hukum.   

Efetifitas hukum menurut L.M Fredman dapat dinilai dengan melihat 

indikator yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Indikator tersebut 

diantaranya: yang pertama Struktur hukum, yang kedua Subtansi hukum, 

dan yang ketiga Budaya hukum. Keseluru indikator tersebut merupakan 

esensi dari faktor penegak hukum yang menjadi landasan dalam mengukur 

dan menilai tingkat efektivitas suatu aturan.
59

 

Dalam konteks ini seorang ASN harus berbuat atau bertingkah laku 

sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa seorang 

ASN harus menerapkan dan mematuhi norma-norma hukum. Dalam 

pelaksanaan hukum, sebagus apapun penataan struktur hukum dalam 

menjalankan aturan hukum yang sudah digariskan dan sebaik apapun 

kualitas subtansi hukum yang dibuat, akan sia-sia tanpa di dukung budaya 

hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat. 

Sejatinya penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Namun apa 

yang disampaikan oleh friedman tidak akan mungkin bisa dilaksanakan 

tanpa adanya kepatuhan atas asas-asas hukum dan sikap, mematuhi segala 

peraturan yang ada.
60
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BAB III 

METODE PENEITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu Methodos, yang berarti cara 

atau jalan. Jika dihubungkan dengan upaya ilmiah, yakni cara atau jalan untuk 

dapat memahami Objek yang menjadi sasaran dari sebuah ilmu. Sedangkan 

Pemelitian merupakan terjemahan dari kata research yang memiliki arti 

penelitian, penyelidikan. Dalam arti penelian ialah serangakaian kegiatan yang 

direncanakan untuk memperoleh data guna meberikan jawabana terhadap 

masalah tertententu dan kemudian menemukan kesimpulan.
61

 

Metode Penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari 

kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang 

membentuk suatu rumusan masalah sehimngga menimbulkan hipotesis awal, 

dengan dengan dibantu dan persepsi sebuah penelitian terdahulu, sehingga 

penelitian dapat diolah dan dianalisis yang pada akhirnya membentuk suatu 

kesimpulan.
62

 

B. jenis dan Pendekatan penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris (empirical legal research). Pendekatan penelitian yang dipakai adalah 

sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). 

Yuridis empiris atau istilah lainnya digunakan adalah penelitian hukum 
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sosiologis dan disebut pula dengan penelitian lapangan.
63

 Pendekatan Undang-

undang (statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
64

 

C. lokasi penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dijadikan sebagai objek 

penelitian untuk dapat menggali informasi dan mencari data yang sesuai 

dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan tentang implementasi fungsi 

pengawasan bawaslu terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam rang 

mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas, penelitian ini mengambil 

lokasi penelitian di kantor Bawaslu Kabupaten Problinggo. 

D. Subjek penelitian  

Subyek peneliti merupakan informan sebagai sumber yang memberikan 

informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan focus 

penelitian yang sedang dikaji. Penulis melakukan wawancara kepada individu 

yang berkompeten atau memiliki pemahaman terkait dengan informasi dan 

data-data yang sedang dikaji yaitu anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Probolinggo dan seorang ASN. 

E. Tehnik pengumpulan data  

Dalam teknik pengumpulan data peneliti akan menggunakan sumber data 

Primer dan Sekunder. Adapun lebih rinciannya adalah sebagai berikut: 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber 

utama yaitu Informan. Informan dibutuhkan dalam penelitian untuk 

mendapatkan data. Yang di dalamnya memuat terkait wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang didapat dari anggota Bawaslu Kabupaten 

probolinggo 

a. Observasi yang menjadi sasaran observasi dalam penelitian ini 

meliputi penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

BAWASLU Kabupaten Probolinggo dalam mencegah ketidaknetralan 

ASN pada pelaksanaan pemilu. 

b. Wawancara pada saat observasi peneliti juga memperiapkan 

pertanyaan kepada objek penelitian tema penelitian yang diangkat 

c. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dalam 

bentuk dokumen yang relavan dengan judul penelitian. dokumentasi 

ini adalah untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk 

dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi, 

termasuk catatan penting tentang pengawasan yang dilakukan oleh 

BAWASLU Kabupaten Probolinggo pada pelakaksanaan pemilu, dan 

hal-hal penting lainnya. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber Data Hukum Sekunder, yang di dalamnya memuat tentang 

pengumpulan sebuah pengkajian kepustakaan berupa buku, jurnal, 
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ensiklopedia, dan lain sebagainya yang menjadi bahan peneliti dalam 

membuat sebuah penelitian.
65

 

F. Analisis data 

Dari data yang telah diperoleh dari tahapan-tahapan diatas, selanjutnya 

peneliti melakukan tahapan pengelolaan data,  untuk kemudian dapat ditarik 

kesimpulan dan disusun secara teratur agar dapat difahami dengan harapan 

dapat menjawab pertanyaan penelitian muncul dari adanya penelitian ini. 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah yang dilakukan peneliti mendapatkan keabsahan 

penelitiannya. Agar dapat keabsahan maka diperlukannya sebuah proses yang 

dapat membuktikan kredibilitasi sebuah penelitiannya dengan cara kehadiran 

peneliti di lapangan dan mendapatkan data secara langsug. 

H. Tahapan penelitian  

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan  penelitian 

dijabarkan sebagai berikut :  

1. Tahapan pra penelitian 

Ditahap ini peneliti mencari permasalahan dan merumuskannya 

menjadi sebuah legal issue yang kemudian mengumpulkan referensi terkait 

untuk mendukung pembahasan. Permasalan yang diangkat yaitu bagaimana 

upaya bawaslu dalam meminimalisir ketidak netralan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dalam pemilu guna mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dengan 

demikian maka peneliti mengangkat judul “implementasi fungsi 
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pengawasan bawaslu terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam rangka 

mewujudkan pemilihan umum 2024 yang berintegritas. 

2. Tahapan pelaksanaan 

Selanjutnya kemudian peneliti mengumpulkan berbagai data terkait 

melalui teknik pengumpulan data yuridis empiris atau dengan kata lain 

turun ke lapanagan untuk memperoleh berbagai data yang bisa dijadikan 

bahan terkait implementasi funsi pengawasan bawaslu terhadap netralitas 

aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang 

berintegritas 

3. Tahapan penyusunan. 

Tahap penyusunan penelitian, peneliti kemudian menganalisa data 

untuk disusun secara sistematis dalam laporan penelitian. Kemudian laporan 

penelitian tersebut akan diserahkan kepada dosen pembibing untuk 

kemudian dilakukan pengkoreksian serta perevisian beberapa kekurangan 

ataupun kesalahan peneliti  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Objek Penelitian 

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo berlokasi di Jalan MT. 

Haryono No. 466, Kademangan, Semampir Kecamatan Kraksaan, Kabupaten 

Proboinggo. Bawaslu Kabupaten Probolinggo 

 
Sumber : google maps 

Gambar  4.1 
peta lokasi penelitian 

Pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah 

kabupaten/kota merupakan salah satu tugas utama Bawaslu. Bawaslu sebagai 

lembaga pengawas pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan 

penyelenggaraan pemilu, dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan 

menerima aduan dan menangani kasus pelanggaran pemilu. 

Berdasarkan komposisi jumlah anggota Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten/Kota dapat sebanyak lima anggota: 
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1. Ketua Bawaslu  

2. Divisi. Hukum dan Penyelesaian Sengketa. 

3. Divisi. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyaraka 

4. Divisi. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan 

5. Divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi.
66

 

Anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo terdiri dari beberapa orang 

yang memiliki tanggung jawab di bidang tertentu, seperti divisi sumber daya 

manusia, divisi hukum, serta divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian 

sengketa. Setiap anggota mempunyai keahlian khusus dan fokus  

Tugasnya masing-masing, untuk memastikan fungsi Bawaslu berjalan efektif 

dan efisien. Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten probolinggo
67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Probolinggo.bawaslu.go.id 

Gambar 4.2 

 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo 
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Keterangan mengenai gambar bagan struktur organisasi Bawaslu 

Kabupaten Probolinggo di atas, Komisioner Bawaslu Kabupaten Proboinggo 

berjumlah sebanyak lima orang terdiri atas Ketua dan anggota dengan masa 

jabatan lima tahun  

Tabel 4.1 

Daftar Nama Komisoner Bawasu Kabupaten Proboinggo 

No Nama Jabatan 

1 Yonki Hendriyanto Ketua Bawasu Kabupaten Proboinggo 

2 Ubaidillah Kordintor Divisi Hukum dan Penyelesaian 

Sengketa 

3 Tola’a Ediy Kordintor Divisi Penanganan pelanggaran, 
data dan Inforasi 

4 Ach. Mawardi Azkiya Kordintor Divisi Pencegahan, partisipasi 
Masyarakat dan Humas 

5 Sipuadi  Kordintor Divisi SDM, Organisasi, 

pendidikan dan pelatihan 

 
Kesekretariat Bawaslu Kabupaten secar administrasi bertanggung jawab 

kepada sekertaris jendral Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab 

kepada ketua bawaslu kabupaten. 

Tabel 4.2 

Daftar Nama Kesekretariatan Bawasu Kabupaten Proboinggo 

No Nama Jabatan 

1 Mochammad Sofiyan, S.E., 
MAP. 

Koordinator Sekertariat Bawaslu 
Kabupaten Probolinggo 

2 Muhammad Purwanto Bendahara Pengeluaran pembantu 
Bawaslu Kabupaten Probolinggo 

3 Annas Asuchi Dayatullah, 
S.E. 

Staff Keuangan Bawaslu Kabupaten 
Probolnggo 
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Tabel 4.3 

Daftar Nama Staff Teknis Bawasu Kabupaten Proboinggo 

No Nama Jabatan 

1 Amir Hamza, S.Sos 
 

 
 

Staff Teknis Divisi Pencegahan, partisipasi 

Masyarakat dan Humas 
Iklimah Firdausiyah, SE 
 

Anggita Ratih I, S,Si 
 

2 Ahnad Fauzy 
 

 
Staff Teknis Hukum dan Penyelesaian 

Sengketa Nurul Huda, ST. 

 

3 Moh Nur Kahfi, S, Ag Staff Teknis Penanganan pelanggaran, data 
dan Inforasi 

Ferdinan Habibullah, SH 

4 Bella Aprelia I.D., A.Md  

Staff Teknis Divisi SDM, Organisasi, 
pendidikan dan pelatihan Najib Wahyudi S.Kom 

 

 
 

Tabel 4.4 

Daftar Nama Staff Pendukung Bawasu Kabupaten Proboinggo 

No Nama Jabatan 

1 Hamdani Azizi Security 

2 Solihin, SH. Security 

3 Budi Susanto Pramubakti 

Tugas Bawaslu kabupaten berdasarkan pasal 101 Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 2017. Bawaslu Kabupaten Bertugas antara lain : 

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyeenggaraan pemilu  

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. 

3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu  

4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu  

5. Mencegah terjadinya praktik politik uang. 
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6. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

7. Mengawasi, dan megevaluasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan 

pemilu. 

8. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturang 

Perundang-Undangan. 

B. Penyajian Data  dan Anaisis 

Hasil dari sebuah penelitian ini adalah dengan menyajikan data dan fakta 

melalui pencarian informasi secara langsung pada bidang atau bagian yang 

menjadi objek dari sebuah penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan 

wawancara dan dokumentasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan data-data 

tentang Pengawasan Bawaslu terhadap Netraitas ASN dalam rangka 

mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas. Di antaranya yang menjadi fokus 

dan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo Terhadap 

Netralitas Aaratur Sipil Negara Dalam Pemilu 2024. 

Peaksanaan pemiihan umum di Kabupaten Probolinggo 

membutuhkan adanya pengawasan dari lembaga pengawas pemilu yang 

mana kewenangan ini dilakukan oleh Badan pengawas pemilihan umum 

yang memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum. 

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang menangaini hal 

tersebut untuk memastikan proses pemilihan umum berrjalan lancar dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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Terkait pengawasan yang sejalan dengan topik penelitian yakni 

terfokus pada pengawasan Bawasalu Kabupaten Probolinggo terhadap 

netralitas ASN dalam Pemilu 2024 adalah dengan melakukan pengambilan 

data dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan. Adapun pihak yang 

dimaksud adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 

Probolinggo. 

Persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi persoalan 

setiap datangnya pemilihan umum, kebijakan yang mengatur netralitas 

ASN salah satu bentuk kebijakan netralitas poliik, yang mana telah tertuang 

dengan dikeluarkannya peraturan mengenai netralitas ASN berikut ini. 

Tabel 4.5 

Regulasi Netralitas Apartur Sipil Negara dalam Pemilu 

Peraturan Pasal yang mengatur 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

Pasal 2 huruf f asas netralitas. Setiap 

pegawai ASN tidak berpihak dari segala 

bentuk pengaruh dan tidak memihak 
kepada kepentingan lain. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum 

Pasal 283 Aparatur Sipil Negara dilarang 
mengadakan kegiatan yang mengarah 

kepada keberpihakan terhadap peserta 
pemilu. 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil 

Pasal 5 huruf N angka 1-7 menyatakan 
larangan memberi dukungan kepada 

calon presiden/wakil presiden calon 
anggota Dewan Perwakilan Daerah atau 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah. 
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huuruf N angka 1-7 disebutkan 

bahwa: “larangan memberi dukungan kepada calon presiden/wakil 

presiden calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah.
68

 

a. ikut kampanye; 

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 

atribut PNS;  

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS yang lain;  

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;  

e. membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan caloN sebelum, selama, dan sesudah 

masa kampanye; 

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, salama dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau  

g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 

Pelaksanaan pemilihan Umum di kabupaten Probolinggo 

membutuhkan adanya pengawasan dari lembaga pengawas pemilu yang 
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mana kewenangan ini dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Probolinggo untuk mengawasi setiap tahapan agar berjalan 

dengan baik. Pada pemilihan Umum tahun 2024 Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Probolinggo sebagai pengawas dalam pemilihan Umum di 

Kabupaten Probolinggo mempunyai tanggung jawab untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil 

Negara. Hal ini menjadi fokus kajian peneliti untuk mengetahui langkah 

yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo 

dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas netralitas oleh Aparatur Sipil 

Negara dalam pemilihan Umum 2024.  

Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran 

pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Yonki Hendriyanto selaku 

Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, beliau berkata bahwa:  

Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pengawasan 
pada tiap tahapan Pemilu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

untuk menyukseskan Pemilihan Umum berdasarkan Program dan 
kegiatan Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang telah dianggarkan. 

Berkaitan dengan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas, 
wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu berdasarkan amanat 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
69

 
 
 Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 

(6) bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 

undang-undang, kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur kewenangan Badan 
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Pengawas Pemilu Kabupaten pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf c 

bahwa, (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu; 

(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: c. Bawaslu 

Kabupaten/Kota.
70

 

Ketentuan tersebut di atas menjadi payung hukum eksistensi Bawaslu 

Kabupaten Probolinggo yang awalnya bersifat adhoc menjadi tetap 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi, Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap
71

 

Berkaitan dengan pengawasan pemilu bapak Yonki Hendriyanto 

selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Mengatakan: 

Berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum yang berwenang sebagai 

pengawas pemilihan yaitu Badan Pengawas Pemilu dan itu sudah 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

pemilihan umum.
72

 

 
Dari wawancara di atas Bawaslu Bertugas sebagai pengawas 

pemilihan umum yang melakukan pengawasan pemilu salah satunya 

megawasi netralitas ASN. Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara 

(ASN) merupakan suatu langkah maupun tindakan untuk mencegah segala 

hal yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN dalam 

Pemilu 2024. Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada 

Pasal 93 huruf f; Pasal 101 huruf f dan Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bawaslu bertugas 
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pasal 93 huruf f. mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI DAN 

POLRI.
73

 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Pasal 101 huruf d. mengawasi 

netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
74

 Dikaitkan dengan pasal 280 

ayat (2), Pelaksana tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu 

dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan 

kapanye.75 Hal ini Bawaslu Kabupaten Probolinggo berwenang mengawasi 

netralitas Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu pihak yang 

dilarang ikut serta dalam kampanye penyelenggaraan pemilihan Umum 

2024. 

 Bawaslu Kabupaten probolinggo menititik beratkan pada pencegahan 

dari pada penindakan dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024 di 

Kabupaten Probolinggo. Bapak Ach. Mawardi Azkiya selaku anggota 

Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan 

Masyarakat mengakatan strategi Bawaslu sendiri lebih mengoptimalkan 

Pencegahan 

Jadi kan gini mas di Bawaslu sendiri ini mengoptimalkan 

pencegahan, pencegahan di sini kita mmemilik prodak berupa 
Himbauan terkait Netralitas, Sosialisasi kepada Lembaga pemerintah 

yang disitu ada unsur Aparatur Sipil Negara kemudian ada kordinasi 
dengan stakeholders terkait Netralitas. Jadi langkah pencegahannya 
disitu. Dan ada juga upaya-upaya yang kita lakukan

76
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Dari wawancara tersebut bahwa pelaksanaan pengawasan Bawalu 

Kabupaten Probolinggo yang menitik beratkan kepada pencegahan dari 

pada penindakan yang dalam melakukan pengawasan Peilihan Umum 

tahun 2024 di Kabupaten Probolinggo. Bahwa Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu lembaga yang mempunyai 

kewenangan sebagai penjaga atau pengawas netralitas Aparatur Sipil 

Negara di Probolinggo mempunyai peran yang sangat penting untuk 

mewujudkan pemilihan Umum kabupaten Probolinggo tahun 2024 yang 

aman dan damai serta bersih dari kecurangan dari kepentingan suatu 

kelompok politik tertentu maupun pelanggaran netralitas oleh warga 

Probolinggo sebagai ASN. Ada beberapa upaya Bawaslu Kabupaten 

Probolinggo dalam mengawasi netralitas ASN yaitu: 

a.  Melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN terhadap ASN di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.  

b. Mengirim surat himbauan kepada instansi pemerintahan daerah 

dilingkungan Kabupaten Probolinggo 

c.  Membentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang 

melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi 

kegiatan ASN. 

d.  Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat, ormas, 

tokoh masyarakat, mahasiswa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi 

mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, termaksud mengawasi netralitas 

ASN.  
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e.  Membuat pamflet atau brosur kemudian di sebarkan dilingkungan 

kerja pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo dan dimedia sosial.  

f. Mengintruksikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan, 

untuk selalu mengawasi ASN di wilayah masing-masing baik dalam 

kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan 

dialog maupun kegiatan lainya. 

Maka, Bawaslu Kabupaten Probolinggo melakukan pengawasan 

terhadap ASN guna menjaga Netralitas para ASN terhadap pemilu 2024. 

Dan konsep yang dilakukan Bawaslu: 

Selanjutnya bapak Ach. Mawardi Azkiya selaku anggota Bawaslu 

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat 

mengakatan mengatakan: 

Jadi konsep yang kita lakukan itu melakukan sosialisasi, melibatkan 

masyarakat  tentang pengawasan partisipasi dan kita juga melakukan 

monitiring dan pengawasan langsung seperti datang ke setiap 
kampanye untuk mengawasi dan memastikan kampanye berlansung 

sesuai aturan, salah satunya tidak adanya ASN yang terlibat 
77

 
 

 Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, selama 

berlangsungnya Pemilihan Umum tahun 2024, dengan tidak terlibat dalam 

politik yang mengarah pada keberpihakan atau berafiliasi dengan partai 

politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan 

atau merugikan peserta pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun 

pemilihan anggota legislatif. Adapun hasil wawancara peneiti dengan salah 

satu seorang Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: 
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Kalau sosiaisasi tentang netralitas ASN itu tidak ada, kalau 

himbauan mengenai netralitas ASN itu ada dari Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo lewat Dinas, dan kita juga melakukan ikrar 
netralitas ASN yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten dan 

Bawaslu.
78

 
 

Berdasarkan hal itu Badan Pengawas Pemilu ini telah melakukan 

upaya atau langkah untuk meminimalisir pelanggaran netralitas Aparatur 

Sipil Negara pada pemilihan Umum kabupaten Probolinggo tahun 2024 

dengan cara memberikan Himbauan netralitas ASN secara langsung kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo maupun lewat media sosial, 

melakukan kordinasi dengan stakeholder. Selanjutnya Bapak Ach. Yonki 

Hendriyanto mengatakan: 

jadi gini langkah yang kita lakukan selanjutnya ialah Mou,  deklarasi 

bahasanya terkait netralitas dan sebagainya dimasing-masing daerah 
jadi tidak hanya kabupaten bahkan dimasing-masing kecamatan juga 

ada, jadi untuk integritas itu tadi.
79

 
 

 
Gambar 4.3 
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Berdasarkan uraian di atas maka Bawaslu Kabupaten Probolinggo 

melaksanakan pengawasan dengan upaya mencegah pelanggaran pemilu 

salah satunya atas netralitas Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka mencegah 

terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bawaslu telah 

mengoptimalkan pencegahan yang mana bawaslu melakukan dengan cara 

memberi himbauan kepada lembaga pemerintah yang ada unsur Aparatur 

Sipil Negara (ASN), melakukan sosialisai kepada kepada Aparatur sipil 

Negara dan masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat, dan melakukan kordinasi dengan stakeholder 

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan ASN, Keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang paling 

krusial guna mengawasi netralitas ASN. Mereka memiliki peran yang cukup 

besar untuk membuat laporan pengaduan terkait tindakan pelanggaran 

netralitas oleh ASN yang berada disekitar mereka. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Tola’a ediy selaku anggota 

Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi mengatakan 

Bawaslu juga menerapkan aplikasi dalam untuk nelakukan 

pengaduan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pengaduan 
tidak terlepas juga dari penggunaan sistem informasi yang dimiliki 

oleh Bawaslu, yakni Gowaslu dan Sigap Lapor yang didalamnya 
memuat berbagai Fitur untuk mempermudah proses  pengajuan 
laporan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melihat secara 

langsung pelanggaran netralitas ASN yang terjadi. Namun, menurut 
Bawaslu Kabupaten Probolinggo, penerapan Gowaslu dan Sigap 

Lapor belum dapat dikatakan sempurna.
80
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Bawaslu memiliki aplikasi atau fitur yang seharusnya mempermudah 

masyarakat untuk melakukan proses pengajuan laporan pelanggaran pemilu 

yang terjadi. Akan tetapi penerapan teknologi tersebut juga memiliki 

kendala-kendala. 

Adapun kendala dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebagaimana 

yang disampaikan oleh Yonki Hendriyanto selaku Ketua Badan Pengawas 

pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut: 

Jadi Untuk kendalanya itu pasti ada, dari kita sendiri itu SDM kita 
yang minim, dan karena kabupaten Probolinggo itu luas dan 

kendalanya tidak mungkin terkafer semua Dan kendala selanjutnya 
iala penerapan teknologi, tidak semua Masyarakat kabupaten 

probolinggo itu melek terhadap teknologi.
81

 

 
Atas kurangnya SDM dari Bawaslu dan tidak memungkinkan 

melakukan pengawasan secara efektif, maka diperlukannya peran 

masyarakat guna mengawasi netralitas ASN. Mereka memiliki peran yang 

cukup besar untuk membuat laporan pengaduan secara offline maupun 

online terkait tindakan pelanggaran netralitas oleh ASN yang berada di 

sekitar mereka.  Akan tetapi kendalanya dalam pengaduan online ialah 

kesulitan pada masyarakat untuk mengoperasikannya karena tidak terbiasa 

dengan teknologi dan masyarakat Kabupaten Probolinggo masih kurang 

melek terhadap teknologi. 

Selanjutnya Bapak Tola’a Ediy selaku kordinator Divis Penanganan 

Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu kabupaten Probolinggo 

mengatakan:  
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Untuk pelanggaran ASN tidak ada mas, dalam sejauh Bawaslu 

melakukan pengawasan kami tidak menemukan dugaan atau 
pelanggaran netralitas ASN dan tidak ada laporan online maupun 
datang langsung ke Bawaslu dari masyarakat mengenai dugaan 

pelanggaran neralitas ASN. Dan biasanya jika ada laporan dari 
masyarakat atau temuan langsung maka yang bersangkutan ada 

dipanggil dimintai keterangan dan diperiksa, apabila yang 

bersangkutan terbukti bersalah maka Bawaslu melakukan 

rekomendasi kepada KANS terkait pelanggaran netralitas ASN.
82

 
 

Berdasarkan wawancara di atas,  Bahwa Pengawasan yang dilakukan 

Bawaslu terhadap netralitas ASN tidak ditemukannya pelanggara atas 

netralitas, akan tetapi di lapangan masih ada dugaan-dugaan pelanggaran 

atau pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipi Negara.  

2. Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil 

Negara dan Pemilu 2024 di probolinggo 

Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil dalam Pemilihan 

Umum dimaksudkan agara penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat 

berjalan dengan baik dan berintegritas. Dengan demikian Pemilu yang 

berintegritas merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tugas, 

kewenangan dan kewajiaban para penyelenggaraan Pemilu berdasarkan 

undang-undang yang berlaku. 

Mengenai hal ini bapak Yonki Hendriyanto selaku Ketua Badan 

Pengawas pemilihan umum Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut: 

Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang dilaksanakan 
berdasarkan asas langsung, umum, bebbas, rahasia, jujur dan adil. 

Maka tujuan kami sebagai penyelenggara pemilu adalah 
mewujudakan pemilu yang adil dan beritegritas. Dan berjalan sesuai 
dengan aturan undang-undang.

83
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Berasarkan hasil wawancara tersebut Bawaslu, telah memiliki 

pemeahaman Bahwa pentingnya pelaksanaan pemilu yang berintegritas. 

Selain itu Bawaslu memiliki komitmen untuk mewujudkan Pemilu yang 

berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undanagan yang berlaku.  

Sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas 

pemilu, Bawaslu berperan penting  dalam mewujudkan pemilu yang 

berintegritas. Langkah Bawaslu mewujudkan pemilu yang berintegritas 

sebagai mana yang dijelaskan oleh Bapak Yonki Hendriyanto selaku Ketua 

Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Probolinggo berikut:  

Kami dalam memastikan pemilu yang berintegritas memiliki 
beberapa langkah, pertama menyusun Indeks Kerwanan Pemilu, 

kedua melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, 
ketiga mencegah terjadinya pelanggaran pemilu salah satunya 

netralitas atas ASN, keempat penangana pelanggaran. 
 

Berdasrkan hasil waawancara tersebut Bawaslu dalam rangka untuk 

mewujudkan  pemilu yang berintegritas memiliki beberapa langkah, yang 

pertama menyusun Indeks Kerawanan Pemilu, yang kedua melakukan 

pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, ketiga mencegah terjadinya 

pelanggaran pemilu salah satunya netralitas atas ASN,, dan yang keempata 

penangana pelanggaran. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menjalankan fungsi 

pengawasan sebagai bagian dari tugasnya dalam rangka menjaga integritas 

dan kredibilitas pemilihan umum. Fungsi pengawasan ini sangat penting 

dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara 

jujur, adil, dan transparan. Pengawasan ini termasuk juga kepada ASN 
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yang eksistensinya memiliki pengarung kuat dalam birokrasi pemerintahan 

dan masyarakat. Lebih lanjut Yonki Hendriyanto mengatakan: 

Ya netralitas ASN menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilihan 
umum yang beritegritas.

84
 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut netralitas ASN menjadi salah 

satu kunci terwujudnya pemilihan umum yang berintegritas. Oleh sebab itu 

netraliatas ASN adalah hal yang sangat penting di dalam pemilu, karena 

ASN adalah pelayan publik yang berdiri secara bebas tanpa harus memihak 

kepada salah satu pasangan calon, agar kode etik dan kode perilaku ASN 

dapat terjaga dengan baik. 

Dari tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu 

dalam  upaya mencegah terjadinya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil 

Negara di Kabupaten Probolinggo, seperti yang telah  didapat dalam 

wawancara dengan Bapak Ach Mawardi Azkiyah mengatakan: 

 bahwa strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu  Kabupaten 

Probolinggo adalah  dengan cara Yang petama Himbauan terkait 
netralias, yang kedua Sosialisasi kepada lembaga Pemerintah, yang 

ketiga Kordinasi kepada stake holder, dan yang keempat MoU atau 
deklarasi

 
 dan upaya-upaya yang dilakukan bawaslu

85
  

dari hasil wawancara tersebut Upaya yang sudah dilakukan oleh 

Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang dalam hal ini melaksanakan 

pengawasan dengan upaya mencegah pelanggaran pemilu salah satunya asas 

netralitas Aparatur Sipil Negara, untuk meminimalisir terjadinya 

pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara bawaslu Kabupaten 

Probolinggo telah mengoptimalkan pencegahan yang mana dilakukan 

                                                          
84 Yonki Hendriyanto diwawancarai penulis 
85 Ach Mawardi Azkiyah diwawancarai penulis 



 

 
 

61 

dengan cara memberi himbauan kepada lembaga pemerintah yang ada unsur 

Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan sosialisai kepada kepada Aparatur 

sipil Negara dan Masyarakat tentang pentingnya netralitas ASN sebagai 

abdi Negara dan Abdi masyarakat, dan melakukan kordinasi dengan 

stakeholder untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan ASN, Keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang 

paling krusial guna mengawasi netralitas ASN. Ach Mawardi Azkiya 

mengatakan selain Himbauan dan sosialisasi Badan Pengawas Pemilu 

melakukan MoU atau deklarasi.  

Ada beberapa upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam 

mengawasi netralitas ASN yaitu: 

a.  Melakukan sosialisasi terka.it netralitas ASN terhadap ASN di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.  

b. Mengirim surat himbauan kepada instansi pemerintahan daerah 

dilingkungan Kabupaten Probolinggo 

c.  Membentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang 

melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi 

kegiatan ASN. 

d.  Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat, ormas, 

tokoh masyarakat, mahasiswa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi 

mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, termaksud mengawasi netralitas 

ASN.  
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e.  Membuat pamflet atau brosur kemudian di sebarkan dilingkungan kerja 

pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo dan dimedia sosial.  

Mengintruksikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan, 

untuk selalu mengawasi ASN di wilayah masing-masing baik dalam 

kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog 

maupun kegiatan lainya 

Pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah wujud komitmen 

bersama dalam menjunjung prinsip-prinsip netralitas, integritas dan 

dukungan terhadap demokrasi yang adil Yonki Hendriyanto selaku Ketua 

Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengatakan: 

Iya Pemilu merupakan momen penting dalam demokrasi. Kehadiran 

ASN yang netral menghindari adanya praktik manipulasi maupun 
intervensi politik yang dapat merusak proses demokrasi yang 

seharusnya bebas dan adil. Dan Bawaslu sudah melakukan tugasnya 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan , artinya Bawaslu sudah 

melakukan upaya pencegan terhadap netralitas ASN  yang dapat 

mewujudkan Pemilu Yang berintegritas
86

 

 
Berdasrkan hasil wawancara tersebut, Pentingnya Netralitas Aparatur 

Sipil Negara merupakan kondisi terlepasnya ASN dari pengaruh politik atau 

konflik kepentingan, yang berarti ASN berkerja berdasarkan 

profesionalisme dan kemampuan tekknis yang dibutuhkan, Netral disini di 

artikan sebagai tidak memihak objektif, adil, bebas dari pengaruh intervensi 

dan konflik kepentingan. Sikap netral harus ditunjukan dari tidak terlibatnya 

dalam politik praktis secara langsung, netralitas Aparatur Sipil Negara 

merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keadilan dan integritas 

                                                          
86 Yonki Hendriyanto diwawancarai peneliti 
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pemilu. Ach Mawardi Azkiyah Mengatakan selaku kordinator pencegahan 

mengatakan : 

Dalam menjaga integritas pemilu Bawaslu  melakukan pengawasan 

yang ketat, dari mulai tahap persiapan hingga pelaksanaan dan 

pengumuman hasil.
87

 

 

Dari hasil wawancara tersebut Badan Pengawas Pemilu memiliki 

tugas dan fungsi yang bertanggung jawab sebagai pengawas pemilihan 

umum mulai dari pengawasan pemuktahiran data daftar pemilih, 

pengawasan terhadap verifikasi partai politik, pengawasan terhadap 

netralitas, pengawasan terhadap politik uang, dan pengawasan terhadap 

peungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. 

Maka dari uraian diatas Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah 

melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu salah satunya mengawasi 

netralitas ASN. karena netralitas merupakan syarat tercapianya integritas 

dalam pemilu. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahsan 

Peneliti akan mengulas temuan-temuan penelitian lapangan berdasarkan 

informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Adapun 

temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adalah hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Baawaslu Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu data yang 

dipaparkan, diperoleh serta dianalisis oleh peneliti itu berpatokan pada konteks 

penelitian, yang apabila dirinci dalam tabel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Temuan Penelitian 

No Fokus Penelitian Hasil 

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi 

pengawasan bawaslu 

Kabupaten Probolinggo 

terhadap netralitas Aparatur 

Sipil Negara dalam pemilu 

2024? 

 

Bawaslu Kabupaten Probolinggo 

sudah melakukan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Yang mana 

Bawaslu lebih mengoptimalkan 

pencegahan. Akan tetapi penliti 

berpendapat dalam pelaksanaannya 

kuran optimal 

2. Bagaiman Efektivitas 

pelaksanaan Pengawasan 

Bawaslu Terhadap Netralitas 

Aparatur Sipil Negara dan 

Pemilu 2024 di Kaupaten 

Probolinggo probolinggo? 

Bawaslu Kabupaten Probolinggo 
telah melaksanakan peran 

pengawaasannya sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 akan tetapi dalam 

menjalankan tugasnya, Bawaslu 

Kabupaten Probolinggo harus 

memastikan bahwa proses 
pemilihan umum berjalan dengan 
transparansi dan profesionalisme. 

Namun, dalam pemilu tahun 2024, 
Bawaslu Kabupaten Probolinggo 

dianggap kurang maksimal atau 
kurang efektif dalam melaksanakan 
pengawasannya yang ditandai 

dengan adanya pelanggaran 
Netraltas ASN yang tidak 

ditemukan oleh bawaslu.  

 

1. Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo Terhadap 

Netralitas Aaratur Sipil Negara Dalam Pemilu 2024. 

Berdasarkan hasil peneitian yang teah peneitih analisis pada 

penyajian data. pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten 

Probolinggo terhadap netraitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2024. 

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sebagai pengawas dalam 

pemilihan Umum di Kabupaten Probolinggo mempunyai tanggung jawab 
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untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya pelanggaran netralitas 

Aparatur Sipil Negara. Bawaslu Kabupaten Probolinggo Telah 

melaksanakan Pengawasan Pada tiapa tahapan pemilu sejak sebelum atau 

samapai dengan sesudah proses pemilu. 

Mengenai pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten 

Probolinggo terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara yang sejalan dengan 

teori pengawasan, berdasarkan metodenya, bisa diklasifikasikan menjadi 

dua jenis utama. Yang pertama dikenal sebagai pengawasan preventif, 

yang mana lebih menekankan pada pendekatan struktural dan terperinci. 

Dalam metode ini, segala sesuatu yang diizinkan dan yang dilarang sudah 

didefinisikan secara jelas sebelumnya dengan tujuan untuk mencegah 

pelanggaran. Sebaliknya, pengawasan represif dilakukan pasca kejadian, 

terutama setelah suatu tindakan atau keputusan telah berimplikasi hukum 

atau terkait dengan sanksi tertentu. 

Adapun yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Probolinggo sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan 

sebagai penjaga atau pengawas netralitas Aparatur Sipil Negara di 

Probolinggo mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan 

pemilihan Umum kabupaten Probolinggo tahun 2024 yang aman dan 

damai serta bersih dari kecurangan dari kepentingan suatu kelompok 

politik tertentu maupun pelanggaran netralitas oleh warga Probolinggo 

sebagai ASN. Maka, Bawaslu Kabupaten Probolinggo melakukan 

pengawasan terhadap ASN guna menjaga Netralitas para ASN terhadap 
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pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo sebagai 

pengawas dalam pemilihan Umum di Kabupaten Probolinggo mempunyai 

tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya 

pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara 

pelaksanaan pengawasan Bawalu Kabupaten Probolinggo yang 

menitik beratkan kepada pencegahan dari pada penindakan, yang dalam 

melakukan pengawasan Peilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten 

Probolinggo. Upaya pencegaha preventif  untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 101 

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Bawaslu Kabupaten Probolinggo bertugas melakukan pencegahan 

pelanggaran pemilu dan perselisihan terkait proses pemilu. Hal ini 

dilakukan dengan menelaah kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang 

mungkin terjadi pada saat pemilu. Cara yang dilakukan Bawaslu 

Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pencegahan adalah dengan: 

Sosialisasi, Himbauan, Kordinasi dengan stakeholder, dan MoU atau 

deklarasi.  

Akan tetapi dalam pelasanaannya pencegahan yang peneliti analisis 

dan dapat dari wawancara dengan ASN, Bawaslu Kabupaten Probolinggo 

hanya melaksanakan sosialisai kepada masyarakat yang diwkili oleh 

ormas, mahasisws, tokoh agama. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten 

Probolinggo tidak melaksanakan sosialisasi kepada ASN. Dan peneliti 
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menganggap pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan Bawaslu 

kurang optimal. 

Peaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas 

Pemilu Kabupaten Probolinggo adalah melakukan pengawasan pada tiap 

tahapan pelaksanaan pemilu. Salah satu objek pengawasan Bawalu 

Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemilu adalah netralitas 

Aparatur Sipil Negara. Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan 

berdasarkan pasal 93 hurf f, pasal 101 huruf d, dan pasal 280 ayat (2) 

huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Pada konteks Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)  

Bawaslu Kabupaten Probolinggo bertugas pasal 93 huruf f. mengawasi 

netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI DAN POLRI.
88

 Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas Pasal 101 huruf d. mengawasi netralitas semua 

pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ini.
89

 Dikaitkan dengan, Pelaksana dan/atau 

tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut 

sertakan Pasal 280 ayat (2) huruf f. aparatur sipil Negara.
90

 Berarti bahwa 

Bawaslu Kabupaten Probolinggo berwenang mengawasi netralitas 

Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu pihak yang dilarang ikut 

serta dalam kampanye penyelenggaraan pemilihan Umum 2024. 

                                                          
88 Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum pasal 93 huruf f. 
89 Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum pasal 101 huruf d. 
90 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 280 ayat 2  huruf f 
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Berdasrkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

Bawaslu, maka pelaksanaan pengawasan terhadap netralitas ASN yang 

bawaslu lakukan mulai dari pengawasan sudah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi peneliti beranggapan 

pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN masih kurang 

optimal atau kurang efektif.  

Berdasarkan hal ini Netralitas politik (political netrality) merupakan 

bagian dari impartialitaty. Netralitas merupakan syarat tercapianya 

integritas dalam pemilu. Makna netralitas dalam pemilu sangat berkaitan 

dengan integritas, sehingga prinsip kepemiluan harus tercermin secara 

jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pemilu yang 

berintegritas, dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang 

memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hal 

ini ditegaskan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa Bawaslu 

bertanggung jawab untuk memastikan netralitas dalam pemilu agar 

integritasnya terjaga. Oleh karena itu, dalam undang-undang, Bawaslu 

diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengawasi netralitas 

tersebut. Namun, dalam konsep pengawasan ini, prinsip netralitas 

menghadapi tantangan serius, terutama ketika dihadapkan dengan hak pilih 

sebagai bagian dari hak asasi manusia, karena hal itu membuat pencapaian 

netralitas menjadi sangat sulit. 

 Meskipun Aparatur Sipil Negara mempunyai hak memilih dan 

dipilih, namun dalam tugasnya mereka harus netral dari pengaruh politik. 
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Berkaitan dengan semua manusia sama didepan Hukum Equality Before 

The Law, dimana setiap orang sama dan setara di hadapan hukum, maka 

berkaitan dengan Netralitas ASN dalam Pemilu, masuk dalam tindakan 

dan sikap yang bersifat khusu dinamakan affirmative actions guna 

mewujudkan pemilu yang berintegritas. Maka ASN harus netral dan bebas 

dari intervensi politik Dalam penyelenggara pemerintah peran sentral 

aparatur sipil negara (ASN ) menjadi sangat penting, karena seorang 

Aparatur Sipil Negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang 

mengaharuskan mereka memiliki sikap profesional dan berintegritas. 

Konsep pemilu yang berintegritas berkaitan erat dengan makna 

politik yang mencakup kebijaksanaan dalam mengambil tindakan atau 

keputusan. Dalam konteks ini, integritas pemilu mengharuskan 

pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan tersebut tidak hanya mengarahkan warga negara untuk bertindak 

dengan bijaksana, tetapi juga memastikan bahwa tindakan yang diambil 

selaras dengan nilai-nilai hukum dan norma yang ada dalam sistem 

demokrasi.
91

 

Integritas sangat penting dalam pemilu untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas lembaga. Jika 

lembaga penyelenggara pemilu jujur, maka demokrasi akan sehat. Pemilu 

yang berintegritas tinggi dapat dikatakan pemilu yang memenuhi standar 

                                                          
91 Hamzamuddin, Layosiban Akhirun, memantaskan demokrasi, (yogyakarta: padiva 

buku 2023) 
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tertentu. Sebaliknya pemilu berintegritas rendah merupakan pemilu yang 

melanggar norma-norma tertentu. Tujuan terselenggaranya pemilu yang 

berintegritas merupakan salah satu tujuan terpenting dalam 

penyelenggaraan pemilu. Integritas pemilu sangat tergantung pada sejauh 

mana masyarakat percaya kepada lembaga-lembaga yang mengawasi dan 

menegakkan aturan pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di 

masyarakat dengan budaya hukum yang kuat, lembaga-lembaga ini 

biasanya lebih dihormati dan dipercaya. Kepercayaan yang tinggi ini 

memastikan bahwa, ketika ada dugaan pelanggaran, masyarakat yakin 

lembaga pengawas akan bertindak secara adil dan tegas. Hal ini penting 

untuk menjaga kejujuran dan kelancaran proses pemilu serta mencegah 

kecurangan. Sebaliknya, di masyarakat dengan budaya hukum yang lemah, 

ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dapat menimbulkan sikap 

apatis atau bahkan perilaku yang melanggar hukum. Ketidakpercayaan ini 

membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilu dan lebih mudah 

terjerat dalam praktik curang yang merusak integritas pemilu. 

Sementara itu, netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan 

salah satu elemen penting dalam menjaga integritas pemilu. ASN harus 

bersikap tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik, serta 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesionalisme, bebas dari 

intervensi politik. Netralitas ASN berperan untuk memastikan bahwa 

proses pemilu berjalan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik 

tertentu. Dalam hal ini, integritas pemilu akan tercapai jika ASN dapat 
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menjaga netralitasnya dengan melaksanakan tugas berdasarkan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku, tanpa adanya bias atau keberpihakan yang 

dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

pemilu. 

Dengan demikian, konsep pemilu yang berintegritas tidak hanya 

berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dengan 

kemampuan aparat pemerintahan, termasuk ASN, untuk bertindak sesuai 

dengan prinsip netralitas. Kedua hal ini harus berjalan beriringan untuk 

memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, sehingga tercipta 

proses demokrasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam rangka untuk 

mewujudkan  pemilu yang berintegritas memiliki beberapa langkah-

langkah dan strategi, langkah yang pertama menyusun Indeks Kerwanan 

Pemilu, kedua melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, 

ketiga mencegah terjadinya pelanggaran pemilu salah satunya netralitas 

atas ASN, keempat penangana pelanggaran.  

Dan untuk strategi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo 

yang dalam hal ini melaksanakan pengawasan dengan upaya mencegah 

pelanggaran pemilu salah satunya asas netralitas Aparatur Sipil Negara, 

untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil 

Negara bawaslu Kabupaten Probolinggo telah mengoptimalkan 

pencegahan yang mana dilakukan dengan cara memberi himbauan kepada 

lembaga pemerintah yang ada unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), 
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melakukan sosialisai kepada kepada Aparatur sipil Negara dan Masyarakat 

tentang pentingnya netralitas ASN sebagai abdi Negara dan Abdi 

masyarakat, dan melakukan kordinasi dengan stakeholder untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

ASN, Keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang paling krusial guna 

mengawasi netralitas ASN. Meskipun Dalam pelaksanaan pengawasan 

tersebut, Bawaslu tidak menemukan kasus pelanggaran yang melibatkan 

ASN, baik secara langsung maupun laporan dari masyarakat. Akan tetapi 

dalam kenyataannya dilapangan masih ada pelanggaran netralitas ASN 

yang tidak ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo.  

Maka dari hasil penelitian tersebut adalah Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten 

Probolinggo telah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan terkait 

netralitas ASN. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah 

sosialisasi mengenai netralitas ASN,  himbauan kepada instansi 

pemerintah, kordinasi dengan stakeholder serta sosialisasi pengawasan 

Pemilu kepada masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan. 

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu tidak menemukan 

kasus pelanggaran yang melibatkan ASN, baik secara langsung maupun 

laporan dari masyarakat. 
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2. Efektivitas pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas 

Aparatur Sipil Negara dan Pemilu 2024 di probolinggo.  

Berdasarkan hasil peneitian yang telah peneliti analisis bahwa 

efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadapa netralitas Aparatur Sipil 

Negara dapat berdampak pada pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo 

berintegritas. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah mengupayakan agar 

pemilu berjalan sesuai perturan Perundang-undangan yang berlaku dan 

asas pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.  

Ada beberapa upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo dalam 

mengawasi netralitas ASN yaitu: 

a. Melakukan sosialisasi terka.it netralitas ASN terhadap ASN di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.  

b. Mengirim surat himbauan kepada instansi pemerintahan daerah 

dilingkungan Kabupaten Probolinggo 

c.  Membentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang 

melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi 

kegiatan ASN. 

d.  Melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat, ormas, 

tokoh masyarakat, mahasiswa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi 

mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, termaksud mengawasi netralitas 

ASN.  

e.  Membuat pamflet atau brosur kemudian di sebarkan dilingkungan 

kerja pemerintahan daerah Kabupaten Probolinggo dan dimedia sosial.  
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f. Mengintruksikan dan mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan, 

untuk selalu mengawasi ASN di wilayah masing-masing baik dalam 

kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan 

dialog maupun kegiatan lainya. 

Hal tersebut relevan dengan Pasal 1 angkah (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tenang Pemilihan umum yang berbunyi. Pemilihan 

Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, 

Bebas, Rahsia, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dalam penelitian ini peneliti mengukur efektif tidaknya pengawasan 

yang dilakukan bawasalu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas ASN 

berdasrkan teori efektivitas hukum menurut L.M Fredman. Efektivitas 

hukum menurut L.M Fredman dapat dinali dengan indikator yang 

mempengaruhi penegak hukumnya indikator tersebut diantaranya: 

a.  Struktur hukum (structure of  law), 

b. Subtansi hukum (subtance of the law), 

c. Budaya hukum (subtance of the law), 

Indikator-indikator ini menggambarkan aspek penting dalam 

penegakan hukum dan digunakan untuk memantau serta menilai 
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efektivitas suatu peraturan. Oleh karena itu, jika relevan dengan penelitian 

ini, ketiga variabel tersebut akan menjadi dasar untuk mengukur sejauh 

mana Bawaslu mengawasi netralitas ASN dalam Pemilu 2024 di 

Kabupaten Probolinggo. 

a. Struktur hukum  

Dalam teori L.M Fredman dikatakan sebagai struktural yang 

menetukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. 

Hukum tidak akan berjalan dengan efektif dan adil jika tidak ada aparat 

penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan 

independensi. Kredibilitas penting agar masyarakat dapat mempercayai 

sistem hukum; kompetensi memastikan aparat dapat menegakkan 

hukum dengan tepat dan profesional; sementara independensi menjamin 

bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh tekanan atau 

kepentingan lain. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegak hukum 

adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo, 

yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Pemilu 2024. Bawaslu 

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ASN tidak terlibat 

dalam politik praktis yang dapat merusak prinsip netralitas dan keadilan 

dalam penyelenggaraan pemilu. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti, ditemukan bahwa bentuk pengawasan yang telah dilaksanakn 

Bawaslu Kabupaten Probolinggo yakni telah melakukan pengawasan 



 

 
 

76 

preventif yang mana dengan cara sosialisasi, himbauan, kordinasi 

dengan stakeholder, dan deklarasi. 

b. Subtansi hukum  

Substansi hukum mencakup norma-norma hukum beserta 

perumusannya, serta prosedur yang berlaku untuk menegakkan hukum 

tersebut, yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum maupun 

pencari keadilan. Terkait dengan hal ini, substansi hukum dalam 

Undang-Undang Pemilu mengatur pelaksanaan pengawasan oleh 

Bawaslu terhadap netralitas ASN. Dalam undang-undang tersebut, 

Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, 

dan pengawasan terhadap netralitas ASN dianggap sudah cukup efektif. 

Hal ini disebabkan oleh substansi hukum yang terdapat dalam Undang-

Undang Pemilu yang mengakomodasi hukum yang hidup di 

masyarakat, yang menjadi dasar dalam mewujudkan hukum yang adil. 

Keefektifan pengawasan Bawaslu tercermin dalam pelaksanaan tugas 

yang telah diatur oleh undang-undang untuk memastikan kepatuhan 

terhadap aturan hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun 

masyarakat pencari keadilan. 

Namun, dalam pelaksanaan hukum, kualitas pribadi petugas 

penegak hukum memegang peranan yang sangat penting. Meskipun 

peraturan yang ada sudah baik, jika kualitas moral dan kepribadian 

petugas penegak hukum kurang memadai, maka akan timbul masalah. 
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Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum 

adalah integritas dan kepribadian petugas penegak hukum itu sendiri. 

c. Budaya hukum 

Keefektifan suatu hukum dapat dilihat dari perspektif budaya 

hukum, yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap penerapan 

hukum tersebut. Jika masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk 

mematuhi aturan yang ada, maka mereka akan menjadi faktor 

pendukung dalam penegakan hukum. Sebaliknya, jika masyarakat 

enggan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, mereka justru 

akan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan hukum tersebut. 

Budaya hukum yang kokoh berperan penting dalam mendukung 

integritas pemilu dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap 

hukum, memperkuat kepercayaan terhadap lembaga pengawas, 

menyediakan pendidikan hukum yang berkualitas, serta mendukung 

peran media yang transparan. Oleh karena itu, memperkuat budaya 

hukum di masyarakat merupakan langkah krusial untuk memastikan 

pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan, serta menjaga 

kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. 

Maka dari hasil penelitian tersebut adalah Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Bawaslu Kabupaten 

Probolinggo telah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan terkait 

netralitas ASN. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah 

sosialisasi mengenai netralitas ASN,  himbauan kepada instansi 
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pemerintah, kordinasi dengan stakeholder serta sosialisasi pengawasan 

Pemilu kepada masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, 

dan. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu tidak 

menemukan kasus pelanggaran yang melibatkan ASN, baik secara 

langsung maupun laporan dari masyarakat. 

Namun, berdasarkan analisis terhadap struktur hukum, substansi 

hukum, dan budaya hukum, peneliti berpendapat bahwa efektivitas 

pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap netralitas ASN 

dalam Pemilu 2024 di Probolinggo masih kurang efektif.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pengawasan terhadap netralitas Apartur Sipil Negara, yang merupakan 

salah satu syarat tercapianya integritas dalam pemilu. Dalam 

pelaksanaanya Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran 

pengawaasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Probolinggo 

harus memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan 

transparansi dan profesionalisme. Namun, dalam pemilu tahun 2024, 

Bawaslu Kabupaten Probolinggo dianggap kurang maksimal atau kurang 

efektif dalam melaksanakan pengawasannya yang ditandai dengan adanya 

pelanggaran Netraltas ASN yang tidak ditemukan oleh bawaslu.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil 

yang dapat diuraikan berdasarkan Bab IV adalah 

1. Bawaslu Kabupaten Probolinggo melaksanakan fungsi pengawasan 

Terhadapa netralitas Aparatur Sipil Negara dengan melakukan Tindakan 

preventif atau mengedepankan pencegahan, yang mana Bawaslu Kabupaten 

Probolinggo Melakukannya dengan cara yang pertama Sosialisai, yang 

kedua Himbauan kepada Aparatur Sipil Negara, yang ketiga Kordinasai 

dengan stakeholder dan yang terakhir Mou atau deklarasi. Namun jika 

dikatakan apakah sudah optimal maka peneliti menganggap belum 

maksimal terkait dengan Sosialisai kepada ASN dilingkungan Kabupaten 

Probolinggo dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan 

partisipatif. 

2. Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan peran 

pengawaasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan 

tetapi dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Probolinggo harus 

memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan dengan transparansi 

dan profesionalisme. Namun, dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu 

Kabupaten Probolinggo dianggap kurang maksimal atau kurang efektif 

karena dianggap masih kurang dalam melaksanakan pengawasannya yang 
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ditandai dengan adanya pelanggaran Netraltas ASN yang tidak ditemukan 

oleh bawaslu.  

B. Saran  

1. Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebagai pengawas pemilu salah satunya 

mengawasi netralitas ASN, dalam melakukan pengawasan yang 

mengedepankan pencegahan. maka perlu meningkatkan kegiatan 

sosialisanya kepada ASN dan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

pengawasan partisipatif. 

2. Untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegrita. Maka Bawaslu 

kabupaten Probolinggo harus lebih meningkatakan lagi pengawasannya 

terhadap netralitas ASN selama masa kampanye maupun jalannya tahapan 

pemilu. 
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